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BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 199 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG TAHUN 2023

Diundangkan dalan berita daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 199 TAHUN 2022
Tanggal : 1 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI
ttd

DEDY SUPRIYADI



Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 199 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi
perlu disusun Standar Satuan Harga Barang Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, guna melaksanakan Ketentuan
Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
Barang Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomior 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
.dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12.

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6373) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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Menetapkan

13

14.

15.

16.

17.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Bekasi Nomor 5 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2021 Nomor 5)

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 20
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021
Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BARANG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.;

3. Bupati adalah Bupati Bekasi;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah;

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 'Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatanm, belanja dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Standar Satuan Harga adalah harga satuan barang yang berlaku di daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak
langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Satuan Harga merupakan :

a.

b.

C.

Standar harga barang yang dapat dibeli atau dibayarkan dan sudah termasuk
pajak;

Pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pedoman untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD); dan

Pasal 3

Standar Harga Barang merupakan Pedoman untuk menyusun Anggaran Pada
Perangkat Daerah dengan memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum
dalam DPA-SKPD serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KLASIFIKASI

Pasal 4

Standar Satuan Harga diklasifikasikan menurut kelompok belanja yang meliputi:

1.

Barang Persediaan, mencakup :
a. Barang Pakai Habis

b. Barang Tak Habis Pakai
Peralatan dan Mesin, mencakup:
a. Alat Berat

b. Alat Angkutan

c. Alat Bengkel Dan Alat Ukur

d. Alat Pertanian

e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga

f. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar
g. Alat Laboratorium



H

3. Beban Barang dan Jasa, mencakup:

a.

o T

€.

Beban Bahan Pakai Habis

Beban Persediaan Bahan/Material

Beban Pemeliharaan

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

4. Beban Bantuan Sosial, mencakup:

a.
b.

Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Uraian dan rincian standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

BERITA DAERAJ

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 1 Juli 2022
Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

{ KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 199



